
1	
  
	
  

BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya, rumah merupakan tempat tinggal untuk orang 

berdiam.1 Rumah merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diakui 

oleh Standar Hukum Internasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 

25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (DUHAM)2 

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the 

health and well-being of himself and of his family, including food, 

clothing, housing and medical care and necessary social services, 

and the right to security in the event of unemployment, sickness, 

disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in 

circumstances beyond his control.3  

 

Di dalam UDHR terdapat dua jenis hak asasi manusia, yaitu civil and 

political rights dan economic, social, and cultural rights. International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dibuat dengan 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tempat%20tinggal, 

diakses pada tanggal 23 September 2018. 
2 Terdapat 2 tipe Hak Asasi Manusia yaitu hak sipil dan hak politik dan hak sosial, hak 

ekonomi dan hak budaya. Melalui social, cultural and economic rights, making submissions on 
legislation that affects human rights in a social context, such as marriage laws, to providing 
information and resources on what to do if you think you have been discriminated against because 
of your gender, age, health or financial status. Also involves access to adequate housing and 
democratic representation. https://www.hrc.co.nz/your-rights/social-equality/ (diakses pada 22 
Oktober 2018) Lihat The International Convenant on Civil and Political Rights. English, Geneva, 
1966. Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang disahkan tahun 1966 yang secara informal 
disebut sebagai International Bill of Human Rights (Hukum HAM Internasional).  

3 UDHR. Lihat  http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf diakses 
pada 26 Oktober 2018 
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tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam lingkup ekonomi, sosial, 

dan budaya. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) ICESCR, setiap manusia di dunia 

berhak memperoleh hidup yang layak, yang pada pokoknya meliputi 

makanan, pakaian dan perumahan.4  

(1) The states Parties to the present Covenant recognize the 

right of everyone to an adequate standard of living for himself and 

is family, including adequate food, clothing and housing, and to 

the continuous improvement of living conditions, The States 

Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this 

right, recognizing to this effect the essential importance of 

international co-operation based on free consent. 

 

Dalam bukunya yang berjudul Freedom to Build, Turner menyatakan: 

the most important “product” of any human activity is, of course, the 

satisfaction or frustration of needs.5 Dalam memenuhi hak bertempat tinggal, 

sebuah rumah merupakan bentuk dari hak asasi yang patut diterima setiap 

manusia dan tentu memiliki standar kelayakan. Perumahan yang layak 

(adequate) telah diakui sebagai bagian dari hak standar hidup layak dalam 

DUHAM dan ICESCR. Berdasarkan DUHAM, hak asasi manusia untuk 

perumahan yang layak memiliki arti setiap manusia berhak untuk hidup dalam 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 Di dalam ICESCR Part 3 articel 11 menyatakan, “The States Parties to the present 

Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his 
family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of 
living conditions, The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this 
right, recognizing to this effect the essential impotance of internatonal co-operation baed on free 
consent.”  

5 John Turner, Freedom to Build, (New York: Collier Macmillan, 1972). Lihat hal.152. (. 
Melalui pernyataan ini, John menyatakan bahwa rumah bukan fisiknya yang terpenting, melainkan 
kegunaannya. 
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keamanan, perdamaian, dan martabat.6 Menurut Christopher McCrudden, hak 

atas perumahan yang layak tertanam dengan tujuan menghargai manusia dan 

ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Masyarakat 

harus memastikan bahwa kebutuhan dasar kehidupan diberikan kepada semua 

orang, untuk menjadi masyarakat yang didasarkan martabat manusia, 

kebebasan dan kesetaraan.7 

Negara memiliki kewajiban untuk mengakui serta mewujudkan hak 

setiap warga negara atas standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak 

berdasarkan ICESCR berupa kecukupan makanan, pakaian dan perumahan, 

dikarenakan kebutuhan dari masa ke masa akan berbeda dan terus bertambah. 

Negara juga berkewajiban untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus 

dalam memperbaiki kurangnya kondisi penghidupan yang layak.8 

Indonesia adalah salah satu negara yang turut serta dalam 

melaksanakan International Covenant on Economic, Social, and Cultural 

Rights yang dilandasi oleh Piagam PBB (Charter of the United Nations) dan 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. The Right to 

Adequate Housing. Lihat hal.1. Adequate housing was recognized as part of the right to an 
adequate standard of living in the 1948 Universal Declaration of Human Rights and in the 1966 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 

7 Christopher McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights 
about The European Journal of International Law Vol.19 no.4. Lihat hal.694. Christopher 
menyatakan The right to adequate housing is entrenched because we value human beings and 
want to ensure that they are afforded their basic human needs. A society must seek to ensure that 
the basic necessities of life are provided to all if it is to be a society based on human dignity, 
freedom and equality.  

8 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Indonesian Journal of International Law 
Vol 4, 2006. hal.142. Hingga 19 September 2006 tercatat 66 negara yang menandatangani 
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Lihat hal.149. Indonesia 
menandatanganin International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights melalui 
Undang-Undang No.12 tahun 2005 pada 28 Oktober 2005, dan baru berlaku efektif sejak 23 Mei 
2006. 
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DUHAM.9 Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) 

yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”, 

sudah menjadi kewajiban negara Indonesia untuk terlibat menjamin 

terpenuhinya hal-hal yang menjadi kebutuhan rakyat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum, terutama tempat tinggal yang memenuhi 

standar kelayakan dan terjangkau.10 Negara Indonesia sejak terbentuknya 

sudah memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana 

yang telah tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4.11 

Selanjutnya untuk mengatur lebih tentang HAM di Indonesia 

khususnya dalam bertempat tinggal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

(selanjutnya disebut UU No. 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 

40 menyatakan “Setiap oang berhak untuk bertempat tinggal serta 

berkehidupan yang layak.”.12 Tidak hanya menjadi suatu hak yang wajib 

dipenuhi, rumah juga memiliki standar minimal kelayakan. Tentu setiap 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9 Oswar Mungkasa, “Perumahan sebagai…” , 

https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/perumahan-sebagai-hak-asasi-manusia, diakses pada 
tanggal 21 September 2018. 

10 Ratih Damayanti, “Aktualisasi Kesejahteraan Sosial Melalui Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2016” Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), Seminar Nasional Hukum, Vol 2, 
2016. hal.365. 

11 Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan 
“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

12 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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negara memiliki standar minimal kelayakan yang berbeda-beda, menurut 

pendapat penulis diketahui bahwa setiap negara memiliki wilayah, iklim, 

cuaca dan bentang alam yang berbeda-beda.13 

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas 7,81 juta km2.14 

Menurut survey bersumber dari Bank Dunia, rakyat Indonesia berjumlah 

261,1 juta jiwa.15 Luasnya wilayah serta besarnya jumlah persentase rakyat 

Indonesia tentu menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran 

besar dalam memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak, 

salah satunya yaitu rumah. Tiap-tiap daerah tentu perlu adanya perhatian dari 

pemerintah agar diatur sedemikian baik demi tercapainya kesejahteraan 

masyarakat.16 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) , ayat (9) , ayat (10) , ayat (11) , ayat (12) 

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di Indonesia terdapat kategori rumah sesuai dengan kelayakan 

menurut fungsinya.17 Sebagaimana menurut fungsinya, di dalam Peraturan 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13 Menurut pendapat penulis, bandingkan dengan menurut Henry J Warman yang dalam 

konsep dasar geografi, salah satunya yaitu konsep regional (kewilayahan) bahwa wilayah di muka 
Bumi memiliki karakteristik khusus, sehingga jelas setiap wilayah memiliki perbedaan berupa 
keadaan alam maupun keadaan sosial. Lihat Bambang Utoyo. Geografi 1 Membuka Cakrawala 
Dunia (Jakarta;PT. Bumi Aksara, 2009). hal.7. 

14 Tatungoneal, “Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Yang Terbesar Di Dunia” , 
https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-
KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA ,diakses pada 22 September 2018. 

15  World Bank Group, “Population, total” , 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOT ,diakses pada 22 September 2018. 

16 Ranti Fatya Utami, “11 Undang-Undang yang Mengatur Pemerintahan Daerah di 
Indonesia” , https://guruppkn.com/undang-undang-yang-mengatur-pemerintahan-daerah , diakses 
pada 19 September 2018. 

17  Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. Lihat Pasal 1 ayat (8), (9), (10), (11), (12) “ (8). Rumah komersial adalah rumah 
yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.(9). Rumah swadaya adalah rumah 
yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.(10). Rumah umum adalah rumah yang 
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(11). 
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP 

No. 3/2018), Indonesia memiliki standar pelayanan minimal. Standar minimal 

yang menjadi tolak ukur kelayakan perumahan rakyat. pasal 8 ayat (6) PP 

Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa  

“ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perumahan rakyat yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

terkait.” 

 

Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota 

(selanjutnya disebut Permenpera No. 22/2008) telah diatur secara rinci. Pada 

kabupaten atau kota berdasarkan indikator, nilai, dan waktu pencapaian 

standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah kabupaten atau 

kota rumah layak huni dan terjangkau cakupan ketersediaan rumah layak 

diharuskan mencapai 100% dan cakupan layanan rumah layak huni yang 

terjangkau diharuskan 70% per 30 Desember 2008.18 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Rumah husus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.(12). 
Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau 
hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau 
pegawai negeri.” Melalui pasal ini, jelas diketahui adanya jenis rumah dengan kelayakan menurut 
fungsi. 

18 Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 
tahun 2008. Lampiran I Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, bagian B jenis pelayanan 
dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat 
daerah Kabupaten/Kota. 
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Pada kenyataannya, pembangunan rumah di Indonesia hingga saat ini 

banyak yang belum menempati rumah dalam konteks layak. Dalam 

prakteknya pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan 

problematika rakyat.19 Pada tahun 2017, pencari rumah layak huni mencapai 

89%. Bahkan tingginya intensitas pencari rumah tersebut rata-rata 

dimanfaatkan sebagai hunian sendiri.20 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor 

alamiah maupun adanya perpindahan penduduk ke daerah perkotaan, 

permintaan akan lahan untuk pemukiman juga semakin meningkat, 

sedangkan jumlah lahan tetap, sehingga membuat penduduk yang status 

ekonominya lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah 

membangun sejumlah pemukiman yang akhirnya menjadi daerah 

permukiman kumuh. Hal tersebut yang pada akhirnya berdampak pada 

timbulnya permasalahan terhadap pengadaan perumahan dan permukiman 

yang layak.21 Kejadian ini juga akibat dari mental para petinggi atau pejabat 

negara Indonesia yang senang mempertebal ‘dompet’ pribadi mereka, dengan 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19 Maulana Mukhlis, “Keterbatasan dalam Kebijakan” . http://www.lampost.co/berita-

keterbatasan-dalam-kebijakan-publik , diakses pada 19 September 2018. 
20 Tahun 2017, Pencari Rumah Layak Huni Mencapai 89%, https://inapex.co.id/tahun-

2017-pencari-rumah-layak-huni-mencapai-89/  (diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.) Pada 
Februari 2017 menyebutkan, untuk pencari rumah 63%, Apartemen 25%, Ruko 5%, dan pencari 
kondotel serta villa mencapai 5%. Selain itu, presentase investor yang mencapai 11% diawal 2017 
lebih membidik hunian dengan harga bekisar Rp. 1 miliar – 2 miliar tercatat 8%, Rp.2 miliar – 5 
miliar 2% dan investasi properti dengan harga diatas Rp.5 miliar hanya mencapai 1%. 

21 Purnomo, Daru., Lasmono Tri Sunaryanto, Sony Heru Priyanto, Kustadi, Bistok 
Hasiholan Simanjuntak, Seto Herwandito. Kajian Kebijakan Daerah Tentang Penyelenggaran 
Permukiman Di Kota Salatiga Dalam Pelaksanaan Dan Konsep Perumusan Kebijakan Strategis 
Permukiman (Salatiga : Pusat Kajian Kependudukan Dan Permukiman (PK2P). 2014). hal. 
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terjadinya hal tersebut, aspirasi rakyat tidak dapat tersampaikan yang tentu 

saja sulit terwujud.22  

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang adanya 

pemikiran dan kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan besar bangsa 

Indonesia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih 

baik. Suatu hal yang positif dalam rangka membangun harapan sehingga 

tercipta kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang menjadikan hal tersebut 

sebagai dasar demi menuntaskan penyelesaian masalah-masalah di Provinsi 

Papua.  

Asas desentralisasi dalam pemerintah daerah yang diterapkan di 

Indonesia berupa penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari 

pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi 

kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah 

tangga daerah itu. 23  Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

merupakan landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan 

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.24  

Permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia tidak terlepas 

dari dinamika dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22 Dwi Putra Nugraha. dalam artikel Suara Pembaruan “Aspirasi Tanpa Partisipasi”. 
23  Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta :Bumi Aksara,2008) 

hal.142. 
24 Salmon Bihuku, Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lex Administratum, Vol.VI/No.1/Jan-Mar/2018. 
hal.40. 
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Perumahan dan Permukiman mempunyai peran penting sebagai pusat 

pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi 

mendatang. Kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan perumahan 

dan permukiman relatif sangat terbatas.25  

Berdasarkan lampiran UU No.23/2014, kewenangan pemerintah 

dalam bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan 

permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), dan juga 

sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan 

kawasan permukiman, dibedakan menjadi kewenangan pemerintah pusat, 

daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Setiap bidang tertentu, 

kewenangannya di tingkat pemerintah pasti berbeda-beda, di tingkat daerah 

kabupaten/kota diatur lebih spesifik yang tidak hanya penyediaan dan 

penataan, melainkan perizinan, sertifikasi, dan registrasi. 

Identifikasi permasalahan berdasarkan latar belakang diatas yaitu 

sebagai berikut; pertama, Bagaimana Kewenangan Penyelenggaraan 

Perumahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, serta Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan 

Perumahan di Kabupaten Manokwari. Kedua, rumusan ini diangkat dilatar 

belakangi permasalahan yang belum menemukan titik terang bagi masyarakat 

awam dalam mewujudkan hak masyarakat dalam bertempat tinggal. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
25 Irwan Suprijanto, Reformasi Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan 

Permukiman, Dimensi Journal Architecture and Built Environment, Vol 32, No.2/Desember/2004. 
hal. 162-165.	
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Penulis ingin meneliti lebih jauh dengan judul penelitian 

“Kewenangan Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Manokwari” 

menjadi niat besar bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian sehingga 

memperjelas bagian-bagian yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

Kabupaten Manokwari dan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan 

perumahan di tingkat Kabupaten Manokwari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kewenangan Penyelenggaraan Perumahan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan 

Perumahan di Kabupaten Manokwari? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyelenggaraan 

perumahan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah 

terkait penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Manokwari. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Tidak ada Penelitian yang tidak bernilai, namun akan jauh bernilai 

ketika penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Sebagai 

penulis, manfaat dibuatnya penulisan hukum ini selain guna memenuhi syarat 

lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, penulis juga 

mendapatkan manfaat yaitu jauh lebih memahami mengenai kewenangan 

pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari, sebab dengan melakukan 

penelitan membuat penulis tidak akan melupakan ilmu yang telah diteliti. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Praktis: 

a) Bagi Pembaca dari kalangan mahasiswa maupun 

masyarakat lainnya, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai tambahan informasi dalam mengetahui 

wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

perumahan. 

b) Bagi pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan 

perumahan sebagai salah satu dasar penelitian ini, 

menjadi nilai positif tersendiri dikarenakan pembaca 

mengerti dan memahami bahwa pejabat yang 

berwenang sudah melaksanakan tugasnya dengan taat 

hukum. 
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1.4.2 Manfaat Teoritis: 

a) Berbagi ilmu walau tidak seberapa, khususnya ilmu 

dibidang pemerintah daerah dari segi kewenangan 

penyelenggaraan perumahan tingkat Pemerintah 

Daerah. 

b) Sebagai pengingat kembali untuk disiplin hukum, 

terlebih hukum pemerintah daerah yang menjadi dasar 

dari penulisan hukum ini. 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini mengemukakan tentang latar 

belakang mengenai hal-hal terkait alasan serta apa yang 

menjadi dasar diangkatnya penelitian. Pada latar belakang 

membahas hak dalam bertempat tinggal, serta kewajiban 

negara dan peraturan sebelumnya dalam melangsungkan 

pemerintahan. Beranjak dari latar belakang, terdapat 

rumusan masalah yang bertujuan mengarahkan penulis 

terhadap permasalahan apa yang akan diteliti dan menjadi 

pedoman peneliti untuk tidak keluar dari maksud penelitian 

yang telah dipilih. Tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan 

obyektif dan subyektif, manfaat penelitian secara teoritis 

dan praktis, metode penelitian yang atas jenis penelitian, 
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jenis data, teknik analisis data, dan pendekatan penelitian 

yang telah diperjelas sebelumnya. 

BAB II : Tinjauan Pustaka dalam bab ini akan dibahas tentang 

kerangka teori yang terdiri atas tinjauan yuridis 

kewenangan penyelenggaraan perumahan di tingkat 

Pemerintah Daerah. 

BAB III : Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan yang diperoleh dari dokumen, buku-buku 

literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-

undangan dan lainnya yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Jenis penelitian berupa penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian dilakukan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder berupa studi kepustakaan. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan analisis, yaitu bab yang menguraikan 

tentang hasil penelitian dan analisis guna menjawab 

rumusan masalah yang telah diteliti dengan menggunakan 

data yang diperoleh. 

BAB V : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan  

saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah 

penulis lakukan. 

 

	
  
	
  
	
  


